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[ SALINAN ]

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran
2027;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2027,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4455) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);
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Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 71353);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda
Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6925);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

PO

Kota adalah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya
disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Banda Aceh.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
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(1)

(2)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah
standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban
kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota untuk 1
(satu) tahun anggaran.

Analisis Standar Belanja Fisik adalah ASB yang memuat
standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang
distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan
menggunakan standar barang, harga satuan barang dan
honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunannya.
Analisis Standar Belanja Nonfisik adalah ASB yang memuat
standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang
distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan
menggunakan standar barang, harga satuan barang dan
honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunannya.
Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat
TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang,
jasa, serta gabungan barang dan jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dibentuk dengan maksud untuk
memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam
penyusunan perencanaan anggaran belanja.

Peraturan Walikota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

a. menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya
yang digunakan untuk suatu kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

b. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran
belanja daerah yang efektif, efisien, transparansi, adil dan
dapat dipertanggungjawabkan; dan

c. sebagai proses dalam perencanaan kebijakan dan
perencanaan penganggaran sehingga biaya yang digunakan
dapat bermanfaat sesuai dengan perhitungan yang efektif
dan efisien.
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BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 3
Jenis ASB terdiri dari :
a. ASB fisik; dan
b. ASB nonfisik.

Pasal 4

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
standarisasi biaya kegiatan yang berfungsi sebagai batas
tertinggi atau estimasi dengan menggunakan elemen harga
satuan pokok kegiatan sebagai komponen penyusunnya.

(2) Dalam hal terdapat ASB yang belum diatur dan/atau terjadi
perubahan akibat kondisi tertentu, maka dapat diatur dan
dianggarkan sesuai kebutuhan rill dengan memperhatikan
komponen barang/jasa serta alokasi rincian belanja yang
distandarisasikan dengan Keputusan Walikota.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain :

a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah;

b. terjadi kenaikan harga pasar; dan

c. terdapat kegiatan bersumber dari dana transfer atau bersifat
khusus lainnya yang memiliki petunjuk pelaksanaan atau
petunjuk teknis sendiri.

(4) ASB Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2027 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5
Dalam rangka penyusunan RKA SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilaksanakan oleh
Kepala OPD.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilaksanakan oleh
Inspektorat Kota.

Bab V...



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juli 2026 M
18 Muharram 1448 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal _3 Juli 2026 M
18 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai d 1 aslinya
/‘ AHUKUM
KRE TIPAERAH KOTA,




